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PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Batg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I,  tempat  dan tanggal  lahir  Bantaeng,  04 Agustus 1968,

agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,

tempat kediaman di XXX,, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 07 Mei 1973, agama

Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,

pendidikan  SD,  tempat  kediaman  di  XXX,,

sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  dengan  surat  permohonannya

tertanggal 01 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Bantaeng pada  tanggal  16  Maret  2021  dengan  register  perkara  Nomor

36/Pdt.P/2021/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan

pernikahan  menurut  agama  Islam  pada  tahun  1983  di  Compagaloe,

Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa  yang  menjadi  wali  nikah  pada  waktu  pernikahan  Pemohon  I

dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Rate ;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam

yang  bernama  H.  Sappara dan  yang  menjadi  saksi  adalah  Nurung  dan

Gaddong dengan mahar Tanah seluas 5 are dibayar tunai;
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4. Bahwa  Pemohon  I  pada  waktu  pernikahan  tersebut  berstatus  jejaka

sedang Pemohon II berstatus gadis;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah

dan  tidak  sesusuan  serta  memenuhi  syarat  dan/atau  tidak  ada  larangan

untuk  melangsungkan  pernikahan,  baik  menurut  ketentuan  hukum  Islam

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II

tinggal  di  rumah kediaman bersama dan telah  hidup rukun sebagaimana

layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak yang  bernama ;

1.  Kulle bin Sappara

2.  Sania binti Sappara

3.  Abdul Rasid bin Sappara

4.  Rahim bin Sapapra ( Almarhum )

5.  Fajar bin Sappara

7. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

keberatan  atas  pernikahan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tersebut  dan

selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II  tidak mempunyai Kutipan Akta

Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Eremerasa,  Kabupaten

Bantaeng Oleh karenanya Pemohon I  dengan Pemohon II  membutuhkan

adanya  bukti  sah  atas  keabsahan  pernikahan  tersebut  dari  Pengadilan

Agama Bantaeng,  guna dijadikan sebagai  alasan hukum untuk mengurus

administrasi kepengurusan Haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal  tersebut  di  atas,  Pemohon I  dengan Pemohon II

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng c.q. Majelis Hakim segera

memeriksa dan mengadili  perkara ini,  selanjutnya menjatuhkan penetapan

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1.   Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.

2.   Menyatakan sah pernikahan Pemohon I PEMOHON I,  dengan

Pemohon  II  PEMOHON  II  yang  dilaksanakan  pada  tahun  1983  di
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Compagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan  Bissappu, Kabupaten

Bantaeng ;

3.    Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider: 

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan para  Pemohon telah

hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  para  Pemohon

telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXX,  umur  55  tahun,  agama Islam,  pendidikan SMA,  pekerjaan  Petani,

bertempat tinggal di Dusun Pullauweng, Desa Ulugalung, Kec. Eremerasa,

Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para

Pemohon;

Bahwa  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  telah  menikah  pada

tahun  1983  di  Compagaloe,  Kelurahan  Bonto  Jaya,  Kecamatan

Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

  Bahwa  yang  menjadi  wali  nikah  pada  waktu  pernikahan

Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang

bernama Rate ;

  Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah

Imam yang bernama H. Sappara dan yang menjadi saksi adalah Nurung

dan Gaddong dengan mahar Tanah seluas 5 are dibayar tunai;

- Bahwa  sebelum  menikah  Pemohon  I  berstatus  perjaka  dan

Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I

dengan Pemohon II;
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- Bahwa sejak menikah, tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang

keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut;

2. XXX,  umur  53  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD.,  pekerjaan  Petani,

bertempat tinggal di Dusun Pullauweng, Desa Ulugalung, Kec. Eremerasa,

Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para

Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1983

di  Compagaloe,  Kelurahan  Bonto  Jaya,  Kecamatan  Bissappu,

Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa  yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  adalah  ayah  kandung

Pemohon II bernama Rate;

- Bahwa yang menikahkan adalah Imam yang bernama H. Sappara;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Nurung dan Gaddong;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I  kepada Pemohon II  berupa

tanah seluas 5 are dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II

berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II  tidak ada hubungan darah

dan tidak pernah sesusuan;

- Bahwa  sejak menikah, tidak pernah bercerai  dan tidak ada pihak lain

yang keneratan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan

mohon penetapan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud  dan tujuan  permohonan para  Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
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      Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  para  Pemohon  mengajukan

permohonan  itsbat  nikah  adalah  karena  pemohon  I  dan  pemohon  II  telah

menikah pada tahun 1983 di Compagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan

Bissappu,  Kabupaten  Bantaeng,  yang  menjadi  wali  adalah  Ayah  kandung

Pemohon II yang bernama Rate, dan yang menikahkan adalah Imam bernama

H. Sappara,  serta yang menjadi  saksi  adalah Nurung dan Gaddong dengan

mahar Tanah seluas 5 are dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para

Pemohon  telah  mengajukan  saksi-saksi  yaitu  XXX  dan  XXX,  para  saksi

tersebut  adalah  orang-orang  dewasa  yang  memberikan  keterangan

berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu

sama  lain  di  bawah  sumpah  di  muka  sidang,  isi  keterangan  para  saksi

sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil

saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

dibuktikan  oleh  para  Pemohon  dan  tidak  terdapat  halangan  diterimanya

kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut

telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil,  sehingga  dapat  diterima  dan

dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan

para Pemohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  Pemohon  yang

dihubungkan  dengan  hasil  analisa  alat-alat  bukti  sebagaimana  telah

dipertimbangkan  di  atas,  maka  telah  ditemukan  fakta-fakta  hukum  sebagai

berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

pada  pada tahun 1983 di Compagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan

Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa  yang  menjadi  wali  nikah  adalah  Ayah  kandung  Pemohon  II

bernama Rate ;

- Bahwa yang menikahkan adalah Imam bernama  H. Sappara dan yang

menjadi saksi adalah Nurung dan Gaddong dengan mahar  Tanah seluas  5

are dibayar tunai;

 Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Batg
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berstatus perawan;

 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan

tidak pernah sesusuan;

 Bahwa  sejak  menikah,  tidak  pernahbercerai  dan  tidak  ada  pihak  lain

yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata

bahwa  pernikahan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  telah  sesuai  ketentuan

Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum

Islam, maka hakim tunggal  berpendapat  bahwa permohonan para Pemohon

tersebut  telah memenuhi  ketentuan dalam Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu pula Majelis Hakim mengemukakan dalil Syar’i

sebagai berikut:

 Kitab Al Iqna’ juz II halaman 123 :

وولي        وزوخ وزوجة صيغة خمسة وهي النكاح أركان
وشاهدان   العاقدان وهما

Terjemah: “Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri,
calon suami, wali,  keduanya yang melakukan akad nikah dan
dua orang saksi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbanagn tersebut

maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah

perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.
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MENETAPKAN: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan

Pemohon  II  (PEMOHON  II)  yang  dilaksanakan  pada  tahun  1983  di

Compagaloe,  Kelurahan  Bonto  Jaya,  Kecamatan  Bissappu,  Kabupaten

Bantaeng;

3. Membebankan  para  Pemohon  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp.406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian  penetapan ini  ditetapkan pada hari  Kamis,  tanggal  1  April

2021  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  18  Sya’ban  1442  Hijriah  oleh

Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Firlyanti Komalasari Mallarangan,

S.HI.  dan Nova  Noviana,  S.H masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

penetapan  mana diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam sidang  terbuka  untuk

umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh H. Erwin Amir Betha,

S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

1. Firlyanti Komalasari 

Mallarangan, S.HI.          Muhammad Ali, S.Ag

2. Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

                                 H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 100.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-  Panggilan : Rp 240.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Sumpah : Rp ,00

-  Penerjemah : Rp ,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp                6.000,00  

J u m l a h : Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8


